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ABSTRAK

Dalam kedudukannya sebagai sub sistem peradilan pidana, kepolisian
menempati dua posisi umum: penyelidik dan penyidik. Salah satu
wewenangnya ialah menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang
adanya tindak pidana. KUHAP dan UU Polri menyebutkan kewenangan itu
secara mutlak, artinya setiap laporan yang masuk wajib diterima dan diproses
oleh kepolisian. Namun, data statistik yang dihimpun sejak 2021 hingga 2023
di Kepolisian Daerah Istimewa Yog yakarta menunjukkan selisih angka yang
jauh antara laporan masyarakat dengan laporan polisi terhadap kasus
penipuan online. Yakni di tahun 2021 terdapat sebanyak 195 laporan
masyarakat namun hanya dapat dikeluarkan 8 laporan polisi. Begitupula di
tahun 2022 dari angka 291 hanya tersisa 13 laporan dan pada 2023 dari angka
251 hanya terbit 22 laporan polisi. Data tersebut menunjukkan bahwa tidak
semua laporan masyarakat dapat diterima dan dilanjutkan prosesnya oleh
kepolisian. Apa alasan dibalik banyaknya angka yang gugur terebut? Untuk
menjawabnya, secara komprehensif penulis memetakannya menjadi dua
rumusan berikut: Bagaimana proses penegakan hukum dan pembuktian
sebelum dikeluarkannya laporan polisi? Serta bagaimana upaya penyidik
Polda DIY dalam menemukan tindak pidana pada laporan penipuan online?

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif-empiris dengan
sifat penelitian hukum deskriptif. Pendekatan yang digunakan ialah
pendekatan sosiologis dengan menghimpun dari data primer yang diperoleh
melalui studi lapangan dan data sekunder yang didapat dari bahan hukum
primer berupa peraturan perundang-undangan dan bahan hukum sekunder
berupa penelitian-penelitian terkait. Data diambil dengan teknik observasi,
wawancara dan dokumentasi kemudian diolah secara kualitatf.

Hasil dari penelitian ini adalah dalam praktik penegakan hukum tindak
pidana penipuan online, Penyidik Polda DI'Y memberikan penambahan syarat
berupa kelengkapan berkas tertentu guna memudahkan proses penyelidikan
mengingat kasus tindak pidana ini tergolong tinggi serta sumber daya
penyidik yang terbatas. Namun, syarat-syarat tambahan tersebut tidak diatur
dalam KUHAP maupun aturan hukum acara di peraturan perundang-
undangan lainnya. Selain itu, reaksi yang lama dari penyidik kerap
memberikan ketidakpastian hukum pada pelapor. Beberapa fenomena dalam
pelaksanaan hukum tersebut kemudian dianalisis dengan prisip beban
pembuktian dalam hukum pembuktian, asas diferensiasi fungsional dan asas
kepastian hukum guna melihat keabsahan tindakan penyidik. Serta
menggunakan teori sistem hukum Joseph Raz guna melihat sejauh mana
praktik dan kebutuhan hukum yang dibutuhkan guna penerapan hukum yang
lebih mendekati tujuan.

Kata Kunci: Kajian Awal, Penyelidikan, Laporan Polisi, Penipuan
Online.



ABSTRACT

In its position as a sub-system of criminal justice, the police occupy
two general positions: investigators and investigators. One of its powers is to
receive reports or complaints from someone regarding criminal acts. The
Criminal Procedure Code and the National Police Law state that this
authority is absolute, meaning that every report submitted must be received
and processed by the police. However, statistical data collected from 2021 to
2023 at the Yogyakarta Special Regional Police shows a large difference in
numbers between public reports and police reports regarding online fraud
cases. Namely, in 2021 there were 195 public reports but only 8 police reports
could be issued. Likewise, in 2022, from the number 291, only 13 reports will
remain and in 2023, from the number 251, only 22 police reports will be
issued. This data shows that not all public reports can be accepted and
processed by the police. What is the reason behind so many numbers
dropping? To answer this, the author comprehensively maps it into the
following two formulations: What is the process of law enforcement and
evidence before issuing a police report? And what are the efforts of DIY
Regional Police investigators to find criminal acts in online fraud reports?

This research is a type of qualitative-empirical research with the
nature of descriptive legal research. The approach used is a sociological
approach by collecting primary data obtained through field studies and
secondary data obtained from primary legal materials in the form of statutory
regulations and secondary legal materials in the form of related research.
Data was taken using observation, interview and documentation techniques
and then processed qualitatively.

The results of this research are that in the practice of law enforcement
for criminal acts of online fraud, Yogyakarta Regional Police investigators
provide additional requirements in the form of completeness of certain files
to facilitate the investigation process considering that this criminal case is
relatively high and investigator resources are limited. However, these
additional requirements are not regulated in the Criminal Procedure Code or
procedural law rules in other laws and regulations. Apart from that, the long
reaction time from investigators often creates legal uncertainty for the
reporter. Several phenomena in the implementation of the law are then
analyzed using the principles of the burden of proof in the law of evidence,
the principle of functional differentiation and the principle of legal certainty
in order to see the validity of the investigator's actions. As well as using
Joseph Raz's theory of the legal system to see the extent of legal practice and
needs needed for the application of the law to be closer to its goals.

Keywords: Initial Review, Investigation, Police Reports, Online Fraud.
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BAB |

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Setiap warga negara memiliki hak yang dijamin oleh Undang-Undang
Dasar baik secara tersirat maupun tersurat yang disebut sebagai hak
konstitusional.® Salah satunya ialah hak atas kepastian hukum dan keadilan
yang tercantum dalam Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 27 ayat (1) Undang
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945). Pasal
28J ayat (1) UUD 1945 menyebut bahwa setiap orang wajib menghormati hak
asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa
dan bernegara.? Sehingga dalam tata pelayanan negara, pemerintah memiliki
kewajiban dan tanggung jawab untuk menghormati hak tersebut. Hal ini juga
tercantum dalam Pasal 69 UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi
Manusia.?

Adanya penegakan hukum merupakan salah satu bentuk atas
penghormatan terhadap hak konstitusional warga negara. Dalam sistem
peradilan pidana di Indonesia, kepolisian memegang peranan yang penting

dan sentral.* Dalam kedudukannya sebagai sub sistem peradilan pidana,

'Herdi Munte dan Christo Sumurung Tua Sagala, “Perlindungan Hak Konstitusional Di
Indonesia,” Jurnal limiah Penegakan Hukum 8, no. 2 (Desember 2021), him. 183.

2Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

3Arie Purnomosidi, “Konsep Perlindungan Hak Konstitusional Penyandang Disabilitas Di
Indonesia,” Refleksi Hukum: Jurnal IImu Hukum 1, no. 2 (April 2017), him. 162.

“Mohd. Yusuf Daeng M. dkk., “Analisis Yuridis Terhadap Peranan Kepolisian Dalam Sistem
Peradilan Pidana Di Indonesia,” Journal on Education 5, no. 4 (Agustus 2023), him. 80.



setidaknya ia berada dalam dua posisi umum: yakni sebagai penyelidik dan
penyidik.®> Hal tersebut juga tercantum dalam Pasal 4 KUHAP dan Pasal 3
Undang Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik
Indonesia (UU POLRI).

Dalam kedudukannya sebagai Penyelidik dan Penyidik, salah satu
wewenangnya ialah menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang
adanya tindak pidana.®” Sebagai lembaga yang dilekati fungsi pemerintahan
negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat,
penegakan hukum, perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada
masyarakat,® maka polisi memiliki fungsi administrasi yang dengannya dapat
membentuk suatu produk aturan. Tindakan ini disebut dengan perbuatan
hukum (rechtshandelingen) lembaga administrasi negara.® Pasal 15 ayat (1)
huruf e UU POLRI memberikan ketentuan bahwa ruang lingkup produk
aturan yang dikeluarkan kepolisian ialah dalam lingkup administratif
kepolisian.

Salah satu wewenang polisi sebagai penyelidik maupun penyidik ialah
menerima laporan atau aduan masyarakat terhadap suatu tindak pidana.
KUHAP dan UU POLRI menyebutkan kewenangan tersebut secara mutlak,

setiap laporan yang disampaikan kepada kepolisian “wajib” diterima dan

®Ibid., him. 83.

®Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Pasal 5 ayat (1) huruf
a dan Pasal 7 ayat (1) huruf a.

"Undang Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia Pasal 15 ayat
(1) huruf a.

8Undang Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia Pasal 2

Ekawaty Kristianingsih, “Tinjauan Yuridis Peraturan Kepolisian Di Dalam UU No 2 Tahun
2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia,” Jurnal Studi Kepolisian, no. 70 (Desember 2008)
him. 120.



berwenang untuk menanganinya.’® Namun, kedudukannya sebagai pejabat
administrasi memberinya wewenang untuk dapat mengeluarkan produk
hukum. Sehingga dalam hal ini terdapat Peraturan Kepala Kepolisian Negara
Republik Indonesia (Perkapolri) Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan
Tindak Pidana dan Perkapolri Nomor 12 Tahun 2009 tentang Pengawasan dan
Pengendalian Penanganan Perkara Pidana di Lingkungan Kepolisian Negara
Republik Indonesia yang dikeluarkan oleh Kapolri guna memberikan
pedoman yang lebih detail dan aplikatif. Terhadap ketentuan dalam
menyaring laporan atau aduan masyarakat, kedua aturan di atas mengatur
mekanisme yang tidak dikenal KUHAP dan UU POLRI yang disebut dengan
mekanisme kajian awal.

Kajian awal merupakan ketentuan yang diberlakukan guna menilai
layak/tidaknya suatu laporan diterima sebagai laporan tindak pidana.t!
Pelaksanaan kajian awal dilakukan di SPK/SPKT pada tingkat
Polda/Polres/Polsek oleh petugas penyidik. Setiap direktorat reserse kriminal
baik umum maupun khusus, keduanya mengirimkan petugas penyidik guna
melakukan kajian awal terhadap laporan yang masuk. Adapun indikator yang
digunakan dalam melakukan kajian awal disebut dalam Pasal 5 ayat (2)
Perkapolri Nomor 12 Tahun 2009 ialah perkara yang masuk dalam lingkup
hukum pidana atau bukan hukum pidana. Jadi, tujuan dari adanya “kajian

awal” ialah untuk melihat apakah laporan yang dibawa masyarakat benar

oM. Yahya Harahap, Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP Penyelidikan
Dan Penuntutan, edisi kedua (Jakarta: Sinar Grafika, 2000), him. 230.

1peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang
Penyidikan Tindak Pidana Pasal 3 ayat (3).



laporan pidana atau bukan. Sehingga, penegakan hukum tindak pidana di
kepolisian dibagi dalam tiga tahap: kajian awal, penyelidikan dan penyidikan.

Data statistik yang dihimpun sejak 2021 hingga 2023, menunjukkan
angka yang timpang antara laporan masyarakat dengan Laporan Polisi dalam
penegakan hukum tindak pidana penipuan online di Direktorat Kriminal
Khusus Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta.

Laporan Tindak Pidana Penipuan Online
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Gambar 1 Data Kasus Penipuan Online di Polda DIY

Mulanya, masyarakat melakukan pelaporan ke kepolisian melalui
bagian SPKT dengan membawa identitas diri, bukti-bukti terkait seperti
screenshoot percakapan, akun dan nama yang digunakan pelaku, rekening
korban, juga bukti transfer dan transaksi antara korban dan pelaku. Setelah
itu, pelapor diarahkan untuk berkonsultasi kepada penyidik ditreskrimsus
dengan memaparkan kronologi kejadiannya dan membawa bukti-bukti
terkait. Penyidik akan memberikan keputusan apakah perkara tersebut
termasuk tindak pidana atau bukan. Hasil keputusan tersebut dimuat dalam

Surat Rekomendasi Hasil Gelar Awal Perkara. Dari surat rekomendasi



tersebut, akan dibuatkan Surat Tanda Penerimaan Laporan (STPL) oleh

SPKT.12

Berdasarkan laporan tersebut disamping Surat Perintah Penyelidikan,
sesuai Pasal 5 Perkapolri Nomor 6 Tahun 2019, Penyelidikan dapat dilakukan.
Dalam disertasi Andi Urfia dilengkapi dengan adanya Surat Perintah Tugas,
Rencana Penyelidikan dan Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil
Penyidikan (SP2HP). Kegiatan dalam penyelidikan adalah melakukan
pemeriksaan atas saksi-saksi dalam hal ini ialah saksi pelapor/korban.
Pemeriksaan dilakukan melalui wawancara atas peristiwa yang dialaminya
untuk mengetahui apakah ada unsur tindak pidana atau tidak. Kemudian
menganalisa bahan keterangan berupa akun-akun media sosial, nomor
handphone dan nomor rekening dalam peristiwa tersebut. Selanjutnya
dibuatkan Laporan Hasil Penyelidikan (LHP) sebagai hasil penyelidikan yang
didalamnya berisi ada tidaknya tindak pidana dengan menampilkan akun
penipu, lokasi penipuan, serta waktu kejadian. Terakhir, dari LHP tersebut tim
penyelidik melalui gelar perkara akan memberikan keputusan apakah perkara
tersebut layak dilanjutkan ke tahap penyidikan atau tidak berdasarkan ada
tidaknya tindak pidana. Jika tidak ada maka penyelidikan dihentikan dan
dibuatkan surat pemberhentian penyelidikan.  Sebagaimana Pasal 13
Perkapolri Nomor 6 Tahun 2019, penyidikan dilakukan berdasarkan salah

satunya ialah Laporan Polisi. Dari penyidikan ini kemudian dilakukan

2Andi Urfia Awaliah, “Analisis Peran Polda Daerah Istimewa Yogyakarta Dalam
Pengungkapan Kasus Penipuan Jual Beli Online,” Tesis Magister Universitas Islam Indonesia
(2021), him. 173.



beberapa tindakan untuk menemukan tersangka sampai dilakukan penetapan
tersangka. Pada tahap ini penegakan hukum di kepolisian dianggap tuntas dan

selanjutnya dilanjutkan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam proses penuntutan.

Data yang ditunjukkan pada Grafik 1 memperlihatkan bahwa dari
ketiga tahapan penegakan hukum di kepolisian, atas laporan tindak pidana
penipuan online masih banyak laporan yang mengalami kemacetan pada
tahap kajian awal dan penyelidikan. Terbukti dari rendahnya angka jumlah
dikeluarkannya Laporan Polisi. Di dua tahapan tersebut, tindakan yang
dilakukan penyidik ialah mencari ada tidaknya tindak pidana. Suatu peristiwa
dapat dikatakan tindak pidana penipuan online jika: 1) peristiwa yang
diceritakan dalam kronologi memenuhi unsur tindak pidana penipuan online
berdasarkan hukum materiil dan 2) ditemukannya bukti permulaan yang

cukup untuk membuat terang tindakan tersebut.

Terhadap tindak pidana penipuan online, hukum materiil yang
digunakan penyidik Polda DIY ialah Pasal 45 ayat (1) jo. Pasal 28 ayat (1)
Undang Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-
Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
(UU ITE). Namun, modus operandi dan platform digital sebagai media yang
digunakan pelaku penipuan online bermacam-macam. Hal ini menuntut
adanya Kketelitian penegak hukum dalam menganalisis peristiwa yang
dilaporkan berdasarkan pada prinsip-prinsip delik yang terkandung dalam

Pasal yang disangkakan.



Sebagai contoh kasus penipuan online yang terjadi pada April 2023
kepada Fitrah Bukhari yang menjadi korban penipuan online melalui modus
mencairkan koin melalui website yang menyerupai akun TikTok. Atas modus
itu, korban menntransfer dana melalui top up website buatan pelaku. Ketika
ingin ditarik lagi, website mengklaim adanya kesalahan dan pembekuan akun
korban. Untuk mengaktifkan akunnya, korban diminta mentransfer dana
sebanyak 70% dari nominal koin di akunnya yang berjumlah Rp601 juta.
Karena termakan modus pelaku, akhirnya sejak 7 hingga 28 April 2023,
korban terus mentransfer hingga total kerugiannya mencapai Rp600 juta. Atas
kejadian itu, korban melapor dan berharap agar perkaranya ditindak.'® Kasus
tersebut merupakan satu dari sekian kasus penipuan online berikut modusnya
yang berbeda-beda.

Keberadaan teknologi internet yang menghilangkan batas-batas
nasional telah menjadikan dunia sangat dekat dan sempit.!* Akhirnya,
keterhubungan satu sama lain oleh jaringan yang sangat mudah dan memiliki
sisi kekuatan baru menimbulkan kejahatan yang memerlukan metode
keilmuan khusus untuk dapat menemukan keterkaitan antara barang bukti
yang dikuasai korban dan yang dikuasai pelaku. Disamping pelacakan tempat
dimana tindak pidana tersebut bermula. Hal itu dilakukan dalam rangka

membuktikan bahwa peristiwa tersebut benar-benar terjadi dan bukan

BTriyo Handoko, “ASN Yogyakarta Tertipu Rp600 Juta Saat Main TikTok, Begini
Modusnya,” https://jogja.solopos.com/asn-di-yogyakarta-tertipu-rp600-juta-saat-main-tiktok-
begini-modusnya-1611886, akses 26 Desember 2023.

14Ach. Tahir, “Penegakan Hukum Cyber Crime Di Indonesia,” Tesis Magister Universitas
Gajah Mada (2009).



merupakan rekaan pelapor/korban. limu khusus tersebut disebut sebagai ilmu
Digital Forensic.

Namun pada praktiknya, sebagaimana ditunjukkan oleh Grafik 1,
bahwa tahap penentuan ada tidaknya tindak pidana dalam laporan masyarakat
terhadap peristiwa penipuan online tidak mudah. Terlihat dari banyaknya
laporan yang masih belum layak dibuatkan laporan polisi dan berhenti atau
macet setelah pengeluaran Surat Penerimaan Laporan. Padahal selain data
dari Polda DIY, data dari layanan CekRekening.id yang dikeluarkan
Kemkominfo dari tahun 2017 hinggan tahun 2022 juga menunjukkan adanya
kurang lebih 486.000 laporan masyarakat terkait tindak pidana ITE.™ Selaras
dengan perkembangan teknologi, kejahatan juga kian berkembang bagaikan
dua sisi mata uang.

Uraian masalah di atas memperlihatkan bahwa angka kejahatan
penipuan online tergolong tinggi, diimbangi dengan kepercayaan masyarakat
DIY terhadap aparat juga tergolong bagus karena tingginya angka laporan.
Namun, tingginya angka laporan ini belum diimbangi dengan angka
penegakan hukumnya yang masih tergolong rendah. Kendati peraturan
perundang-undangan telah memberikan payung hukum atas tindak pidana
tersebut berikut cara penegakannya dalam hukum acara, tetap saja pada

tataran implementasi hukum tidak selalu berjalan sebagaimana di dalam teks,

%“Upaya Kominfo Berantas Aksi Penipuan Transaksi Online,”
\https://aptika.kominfo.go.id/2022/10/upaya-kominfo-berantas-aksi-penipuan-transaksi-online/
akses 26 Desember 2023.



banyak dialektika dan interaksi sosial yang terjadi hingga berujung pada

pengaruhnya terhadap perubahan hukum.

B. Rumusan Masalah

Adanya angka laporan masyarakat yang tinggi terhadap peristiwa
penipuan online yang masuk di Kepolisian Daerah Istimewa Y ogyakarta yang
tidak diimbangi dengan angka dikeluarkannya Laporan Polisi menunjukkan
bahwa sebagian besar laporan masyarakat tertahan atau berhenti pada proses
penyelidikan dan kajian awal dalam menentukan ada tidaknya tindak pidana.
Apa alasan macetnya laporan masyarakat pada dua tahapan tersbut? Inilah
masalah utama dalam skripsi ini. Untuk menjawabnya, secara komprehensif

penulis memetakannya menjadi dua rumusan berikut:
1. Bagaimana proses penegakan hukum dan pembuktian sebelum

dikeluarkannya Laporan Polisi di Polda DI'Y?

2. Bagaimana upaya penyidik Polda DIY dalam menemukan tindak pidana

pada laporan penipuan online?

C. Tujuan Penelitian
Berangkat dari dua rumusan masalah di atas, maka terdapat tiga tujuan skripsi
ini:
1. Untuk mengetahui proses penegakan hukum dan pembuktian sebelum
dikeluarkannya Laporan Polisi di Polda DI'Y
2. Untuk mengetahui upaya penyidik Polda DI'Y dalam menemukan tindak

pidana pada laporan penipuan online.



D. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan penelitian adalah sebagai berikut:

1. Secara teoritis penelitian diharapkan dapat menjadi sumbangan pemikiran
untuk mengembangkan wawasan dan ilmu pengetahuan di bidang sistem
peradilan pidana khusunya pada penegakan hukum di sub kepolisian atas
laporan tindak pidana penipuan online.

2. Secara praktis, penelitian ini memberikan analisis terhadap fenomena
hukum laporan tindak pidana penipuan online yang hasilnya dapat
dijadikan pertimbangan oleh aparat penegak hukum dan pelapor atau

masyarakat secara umum dalam menghadapi fenomena penipuan online.

E. Telaah Pustaka

Penelitian yang ingin melihat alasan tidak dapat diterimanya laporan
masyarakat ialah Skripsi Dwi Audina Indiar Pratiwi yang mengkaji
mengenai analisis awal penyidik dalam evaluasi kelayakan laporan untuk
dibuatkan laporan polisi. Hasil dari skripsi tersebur menemukan bahwa
polisi dapat menolak suatu laporan melalui analisa kajian awal, hal itu
didasarkan pada Pasal 3 ayat (3) huruf b Perkapolri Nomor 6 Tahun 2019.
Hal-hal yang menyebabkan laporan masyarakat tidak dapat diterima ialah
karena laporan tersebut bukan merupakan tindak pidana dan syarat-syarat
dokumennya tidak terpenuhi. Adapun pelapor yang laporannya belum/tidak

diterima dapat melakukan beberapa upaya baik secara internal dan
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eksternal.’® Berdasarkan dua syarat diterimanya laporan tersebut, penulis
ingin meneliti pada institusi Polda DIY yang menerima banyak laporan
namun tidak banyak yang dapat dilanjutkan penanganannya guna melihat

faktor penyebabnya.

Sebagian dari Disertasi Andi Urfial” memaparkan prosedur Kajian
awal dan penyelidikan yang dilakukan di Polda DIY. Prosedur ini melibatkan
dua bagian, yakni SPKT dan Subdit V Siber. Disertasi tersebut sudah
menjelaskan secara komprehensif sejak laporan masuk dari masyarakat
hingga ditentukan kelayakannya untuk dilanjutkan pada tahap penyidikan.
Namun, disertasi ini belum dapat menjawab alasan banyaknya laporan
masyarakat yang tertunda pada proses penemuan ada tidaknya tindak pidana.
Hal itu karena fokus kajian dalam Disertasi tersebut ialah penegakan hukum
tindak pidana penipuan online secara umum serta peran penyidik dalam
menanganinya. Penelitian serupa juga dilakukan oleh Anang Rafli Mahesa'®
dengan hasil lebih umum, yakni memaparkan terkait penegakan hukum yang

terdiri dari upaya preventif dan represif serta kendala-kendalanya.

Dari beberapa literatur di atas, skripsi ini ingin meneliti bagaimana
penegakan hukum sebelum dikeluarkannya laporan polisi atau bagaimana

penegakan hukum yang dilakukan penyidik Polda DIY dalam menemukan

8Dwi Audina Indiar Pratiwi, “Analisis Awal Penyidik Dalam Evaluasi Kelayakan Laporan

Atau Pengaduan Untuk Dibuatkan Laporan Polisi” Skripsi Sarjana Universitas Lambung Mangkurat
(2023), him. 54.

17 Andi Urfia Awaliah, “Analisis Peran Polda...” him. 185.
18Anang Rafli Mahesa, “Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penipuan Jual Beli

Online (E-Commerce) Di Kota Yogyakarta” Skripsi Sarjana Universitas Islam Indonesia (2023),
him. 76.
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ada tidaknya tindak pidana sehingga suatu laporan masyarakat dapat diterima
dan diterbitkan Laporan Polisi guna dilanjutkan pemrosesannya. Melihat
angka penerimaan laporan yang tidak diimbangi dengan angka
pemrosesannya, skripsi ini juga ingin meneliti apa saja faktor penyebab tidak
dilanjutkannya pemrosesan pada beberapa laporan masyarakat tersebut di

Polda DIY.

F. Kerangka Teoritik

Dalam skripsi ini penulis menggunakan teori hukum acara pidana, teori
hukum pidana materiil, teori hukum pembuktian dan teori sistem hukum.
Teori hukum acara pidana berguna untuk menganalisis tindakan penyidik
dalam melakukan penegakan hukum sebelum diterbitkannya laporan polisi
yang mengacu pada Kapolri dan tidak diatur secara terang dalam KUHAP.
Teori hukum pidana materiil digunakan untuk menganalisis terpenuhinya
unsur-unsur pidana dalam delik penipuan online atas peristiwa penipuan
online dengan modus operandi yang berbeda-beda yang digunakan pelaku.
Teori hukum pembuktian digunakan untuk menganalisis praktik pembuktian
yang diterapkan Penyidik Polda DIY pada tahap sebelum dikeluarkannya
laporan polisi. Adapun teori sistem hukum dipakai untuk menganalisis
terselenggaranya setiap sistem hukum dalam konteks tindak pidana penipuan

online dan formulasinya dalam mencapai tujuan hukum.

1. Hukum Pidana Materiil
Istilah strafbaarfeit dalam bahasa Belanda ada yang mengartikan

sebagai tidak pidana, Moeljatno dan Roeslan Saleh mengartikannya
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sebagai perbuatan pidana, peristiwa pidana sebagai istilah yang digunakan
Utrecht. Sedangkan A. Z. Abidin mengusulkan pemakaian isitilah
perbuatan kriminal karena menurutnya istilah perbuatan pidana yang
digunakan Moeljatno kurang tepat karena adanya dua kata benda yang
bersambungan dan tidak ada hubungan logis antara keduanya. A. Z.
Abidin menambahkan bahwa lebih baik digunakan istilah “delik”.
Sebagaimana Roeslan Saleh disamping menyebutnya sebagai “perbuatan
pidana” ia juga memakai istilah delik, begitupula Oemar Seno Adji
disamping memakai istilah “tindak pidana”, ia juga memakai istilah
“delik”.*®

Di Belanda, istilah feit tidak hanya tentang perbuatan (handelen)
melainkan juga pengabaian (nalaten). Van der Hoevan pun mengkritik
kata feit, menurutnya yang dapat dipidana adalah pembuat bukan feit itu
sendiri. Karenanya Van Hamel mengusulkan penggunaan istilah
strafwaarding feit (patut dipidana) untuk menyebut perbuatan pidana.
Namun, Hazewinkel-Suringa mengatakan isitilah delik tidak begitu
dipermasalahkan karena sudah cukup diwakili dengan istilah
strafbaarfeit.’ Menunjukkan bahwa Hazewinkel-Suringa menganut
aliran monoistis dalam memahami strafbaarfeit.

Perbedaan para ahli hukum di atas dalam merumuskan istilah

starbaarfeit, melahirkan dua aliran pemahaman: monoistis dan dualistis.

Andi Hamzah, Asas Asas Hukum Pidana Di Indonesia & Perkembangannya (Den Haag:
PT. Sofmedia, 2010), hIm.166.
2lbid, him. 154.
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Aliran pertama merumuskan delik sebagai satu kesatuan yang bulat
dengan pertanggungjawaban pidana. Tokohnya ialah Simons yang
memberikan rumusan delik secara lengkap:

a. Diancam dengan pidana oleh hukum

b. Bertentangan dengan hukum

c. Dilakukan oleh orang yang bersalah

d. Orang itu dipandang bertanggungjawab atas perbuatannya

Disamping Simons, ada Van Hamel dan Vos yang merumuskan
delik kesatuan secara bulat, yakni tidak memisahkan antara perbuatan dan
akibatnya di satu pihak dan pertanggungjawaban di lain pihak. Ahli
hukum di Indoensia yang memiliki pandangan berbeda yakni memisahkan
antara actus reus (perbuatan pidana) & mens rea (pertanggungjawaban)
adalah A. Z. Abidin, Moeljatno dan Roeslan Saleh.?* Menanggapi hal ini
Sudarto mengemukakan bahwa tidak perlu dipertentangkan antara dua

aliran perumusan delik, karena keduanya sama saja.
Rumusan delik atau perbuatan pidana terdiri dari tiga komponen:??

a. Subjek atau pelaku delik
b. Rumusan delik atau definisi delik yang terdiri atas bagian inti delik.

Bagian inti (bestanddelen) suatu delik, artinya bagian tersebut harus

ZlChandra M. Hamzah, “Penjelasan Hukum Tentang Bukti Permulaan Yang Cukup” (Pusat
Studi Hukum dan Kebijakan Hukum Indonesia, 2014), him. 87.
??Hamzah, Asas Asas Hukum... him. 79.
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sesuai dengan perbuatan yang dilakukan, barulah subjek dapat
diancam pidana.

c. Perbuatan dilakukan secara melawan hukum. Dalam beberapa delik,
unsur melawan hukum dimasukkan menjadi bagian inti. Namun pada
sebagian lain tidak. Kendati tidak disebutkan sebagai unsur delik,
“melawan hukum” merupakan unsur mutlak untuk dapatnya dipidana
si pembuat. Karena sifat melawan hukum dianggap ada dari semula

dalam setiap delik, kecuali ternyata sebaliknya.

Baik aliran monoistis maupun dualistis, keduanya sama-sama
memandang akan dapatnya seseorang dipidana jika memenuhi syarat
pemidanaan objektif (delik) dan subjektif. Secara berturut-turut keduanya
disebut sebagai actus reus dan mens rea. Sehingga, meskipun orang telah
berbuat dan memenuhi unsur pidana belum berarti bahwa orang itu telah
melakukan apa yang disebut sebagai strafbaarfeit, karena masih
diperlukan unsur kesalahan yang merupakan pertanggungjawaban

perbuatan untuk dapatnya pelaku dipidana.?®

Wirjono Prodjodikoro menyebut unsur kesalahan ini sebagai unsur
yang menghubungkan si pelaku dengan perbuatan melawan hukumnya.
Hal kesalahan ini disebut Wirjono sebagai hal kebatinan dimana hanya

dengan hal tersebut perbuatan  yang dilarang dapat

2350eharto, Hukum Pidana Materiil (Jakarta: Sinar Grafika, 1991) him. 130.
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dipertanggungjawabkan.?* Hazewinkel-Suringa menambahkan bahwa

tiada seorangpun dapat dipidana kecuali yang mempunyai kesalahan. %
Soeharto menyebut 4 unsur kesalahan:2®

a. Adanya kemampuan bertanggungjawab

b. Adanya sikap batin atas perbuatannya yang berupa
kesengajaan dan kealpaan

c. Adanya keinsafan atas perbuatannya

d. Tidak ada alasan pemaaf

2. Teori Hukum Pidana Formil

Ketentuan acara pidana di Indonesia mengacu pada Undang Undang
Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
(KUHAP). Wirjono Prodjodikoro memandang hukum acara pidana
memiliki kaitan yan erat dengan hukum pidana karena dengannya dapat
diketahui suatu rangkaian cara bagaimana pemerintah yang berkuasa seperti
kepolisian, kejaksaan dan pengadilan harus bertindak guna mencapai tujuan
negara.?’ Tujuan akhir dari Hukum Acara Pidana menurut Andi Hamzah

ialah untuk mencapai suatu ketertiban, ketentraman, keadamaian, keadilan

2Wirjono Prodjodikoro, Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia, ed. Redaksi Refika, Edisi
Keti (Jakarta: Refika Aditama, 2003), him. 79.

%Hamzah, Asas Asas Hukum Pidana.... him. 89.

26Soeharto, Hukum Pidana.... him. 70.

2’"Moch Choirul Rizal, Diktat Hukum Acara Pidana (Kediri: Lembaga Studi Hukum
Pidana, 2021), him. 98.
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dan kesejahteraan masyarakat. Adapun mencari kebenaran itu hanyalah

tujuan antara.?®

Secara filosofis, KUHAP berdiri di atas landasan pancasila.
Akibatnya, penegakan hukum harus sejajar dengan cita yang terkandung
dengan semangat dan keluhuran tujuan filosofis. Setiap bangsa memiliki
konsepsi cita hukum yang akan diwujudkan nilainya sebagai idealisme
dalam penegakan hukum dan ketertiban. Pemenuhannya bergantung pada

penghayatan dan kesadaran para penegak hukum.?®

Menurut Yahya Harahap, suatu hukum tidak dikatakan efektif dan
berdiri menentang itikad buruk jika tidak dilandaskan pada asas atau

prinsip-prinsip. Berikut beberapa asas dan prinsip dalam KUHAP:

a. Asas Legalitas

b. Asas Keseimbangan

c. Asas Praduga Tak Bersalah

d. Prinsip pembatasan penahanan

e. Asas ganti rugi dan rehabilitasi

f. Penggabungan pidana dengan tuntutan ganti rugi
g. Asas unifikasi

h. Prisip diferensiasi fungsional

I.  Prinsip saling koordinasi

J. Asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan

21bid, him. 107.
%Harahap, Pembahasan Permasalahan Dan... him. 120.
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k. Prinsip peradilan terbuka untuk umum.

Dari konsideran huruf ¢ di KUHAP, ditemukan beberapa tujuan KUHAP

diantaranya:

a. Peningkatan kesadaran hukum masyarakat

Yakni menjadikan masyarkat mengetahui apa hak yang diberikan

undang undang kepadanya serta kewajiban yang dibebankan kepadanya.

Namun, hal itu tidak terlepas dari pengaruh beberapa faktor:

1. Faktor kecerdasan

2. Faktor ekonomi

3. Faktor budaya

4. Faktor penyuluhan hukum

b. Meningkatkan sikap mental aparat penegak hukum

Gerak pembaruan hukum harus dibarengi dengan peningkatan
pembinaan para aparatnya. Jika tidak, maka idealisme hukum akan
tenggelam dengan kelambanan, kecongkakan, keculasan dan kebejatan

aparat.

c. Tegaknya hukum dan keadilan
Sulitnya menemukan satu titik temu keadilan disebabkan
Indonesia diisi oleh penduduk majemuk. Sehingga agar keadilan dapat
ditegakkan, jangan sampai hukum dikorbankan serta harus digali benar
nilai dan rasa keadilan yang mendekati nilai dan rasa keadilan sebagian

besar masyarat Indonesia yang bersumber dari Pancasila.
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d. Melindungi harkat martabat manusia

Meskipun dikatakan bahwa tujuan penegakan hukum adalah
melindungi  kepentingan masyarakat, namun dalam praktiknya
penegakan hukum tidak boleh merampas hak dan martabat tersangka.
Menegakkan ketertiban dan kepastian hukum

Letak penyakit yang mengganggu ketertiban dan kepastian hukum
ialah adanya disparitas dan kesimpangsiuran praktik aparat dalam
menetapkan suatu laporan, hasil pemeriksaan atau putusan pengadilan

Menurut Soedarto, waktu dan tempat terjadinya tindak pidana harus
dipastikan karena hal ini berkaitan dengan yurisdiksi pengadilan dalam
menangani perkara yang diajukan. Terlebih, dalam kejahatan siber
yurisdiksi menempati posisi krusial sekaligus kompleks. Hal itu
dikarenakan setiap negara memiliki kedaulatan dan aturan hukum yang
harus dihormati oleh negara lain di satu sisi, dan cybercrime sebagai
bentuk kejahatan baru yang bersifat transnasional dan tanpa batas tidak
mengenal lagi batas-batas yurisdiksi suatu negara di sisi lain.*°

Dalam Pasal 2 UU ITE diatur mengenai yurisdiksi kejahatan siber,
yakni keberlakuan UU ITE diterapkan bagi setiap orang yang melakukan
perbuatan hukum sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini, baik
berada di wilayah hukum indonesia maupun di luar wilayah hukum

indonesia yang memiliki akibat hukum di wilayah hukum indonesia

59-74.

%Yuliana Surya Galih, “Yurisdiksi Hukum Pidana Dalam Dunia Maya” 7, no. 1 (2019):
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dan/atau di luar wilayah hukum indonesia dan merugikan kepentingan

indonesia.

3. Teori Hukum Pembuktian

Mengenai hukum pembuktian, M. Yahya Harahap hanya
mendefiniskan pembuktian sebagai ketentuan-ketentuan yang berisi
penggarisan dan pedoman tentang tata cara yang dibenarkan undang-
undang membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa.>!
Namun definisi hukum pembuktian ini dijelaskan secara tegas oleh
Bambang Poernomo sebagai keseluruhan aturan hukum atau peraturan
undang-undang mengenai kegiatan untuk rekonstruksi suatu kenyataan
yang benar pada setiap kejadian masa lalu yang relevan dengan
persangkaan terhadap orang yang diduga melakukan perbuatan pidana
dan pengesahan setiap sarana bukti menurut ketentuan hukum yang
berlaku untuk kepentingan peradilan dalam perkara pidana.*?

Eddy O. S. Hiariej mendefinisikan hukum pembuktian sebagai
aturan mengenai pembuktian yang meliputi alat bukti, barang bukti, cara
mengumpulkan dan memperoleh bukti sampai pada penyampaian bukti di
pengadilan serta kekuatan pembuktian dan beban pembuktian.®® Jika
dalam konteks hukum pidana maka ini berkaitan dengan pembuktian pada

perkara pidana hingga penyampaian di persidangan pidana.

100.

$1Eddy O. S. Hiariej, Teori Dan Hukum Pembuktian (Yogyakarta: Erlangga, 2012) him.

2|bid, him.102.
%bid, him. 115.
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Dalam hukum pidana, pembuktian memiliki kedudukan inti di
persidangan dalam rangka mencari kebenaran materiil. Pembuktian ini
sudah dimulai sejak dalam tahap penyelidikan guna mencari dan
menemukan peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana untuk dapat atau
tidaknya dilakukan penyidikan. Pembuktian dalam penyelidikan
dilakukan oleh penyidik untuk membuat terang suatu tindak pidana.3*

Terdapat 4 hal terkait konsep pembuktian:®

a. Bukti harus relevan dengan sengketa atau perkara yang sedang

diproses

b. Bukti harus dapat diterima atau admissible.

c. Bukti yang diperoleh secara melawan hukum tidak diakui

sebagai bukti atau exclusionary rules

d. Setiap bukti yang relevan dan dapat diterima harus dapat

dievaluasi oleh hakim atau weight of the evidence

Perkembangan hukum pembuktian sangat berpengaruh bagi perkara
yang sedang ditangani dan bukti yang dimiliki. Termasuk di dalam
perkembangan zaman ialah perkembangan teknologi dan ilmu
pengetahuan. Segala hal yang dapat digunakan untuk membuktikan

perihal kebenaran suatu peristiwa di pengadilan disebut sebagai alat bukti.

Pembuktian dalam perkara pidana sudah dimulai dari tahap

pendahuluan, vyakni penyelidikan dan penyidikan. Pada tahap

*Ibid, him. 110.
*|bid, him. 109..
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pendahuluan tersebut, tata caranya lebih rumit. Sehingga, pembuktian
dalam perkara pidana dilakukan dalam beberapa institusi: kepolisian,
kejaksaan danpengadilan. Di kepolisian, sesuai dengan Pasal 17 KUHAP,
bukti yang digunakan untuk menduga adanya tindak pidana disebut

dengan bukti permulaan yang cukup.

Berdasarkan petunjuk pelaksanaan Kepala Polisi Republik
Indonesia bukti permulaan ialah satu alat bukti dalam Pasal 184 KUHAP
dan laporan polisi. Namun, Eddy O. S. Hiariej berpendapat bahwa bukti
permulaan tidak sebatas yang diatur Pasal 184 KUHAP, melainkan
meliputi barang bukti dalam konteks hukum pembuktian universal yang
dikenal dengan istilah physical evidence atau real evidence. Selain itu,
untuk menakar bukti permulaan tidak bisa terlepas dari pasal yang
disangkakan. Karena pembuktian adanya tindak pidana harus berpatokan

pada elemen elemen tindak pidana yang ada dalam suatu pasal.®

Physical evidence atau real evidence merupakan bukti yang cukup
signifikan dalam perkara pidana. Jenis bukti tersebut dikatakan sebagai
bukti tidak langsung karena harus diperkuat oleh kesaksian atau
sebaliknya, memperkuat kesaksian. Dalam hukum pembuktian hal itu
disebut corroborating evidence atau bukti yang diperkuat oleh kesaksian
sebelum dipertimbangkan hakim. Salah satu yang dapat memperkuat

physical evidence adalah ahli dalam rangka membuat terang suatu

*bid, him. 112.
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peristiwa hukum. Hal itu karena physical evidence sebagai petunjuk untuk
dijajaki lebih lanjut guna mencari suatu fakta yang disebut trace
evidence.>” Guna menguraikan physical evidence dibutuhkan ilmu

tertentu yang disebut ilmu forensik.

Dalam penanganan tindak pidana siber, telah terjadi perluasan alat
bukti sebagaimana yang diatur dalam Pasal 44 UU ITE. Hal ini
berkonsekuensi pada diakuinya informasi dan dokumen elektronik
sebagai alat bukti yang sah dalam melakukan pembuktian.®® Hal ini
dikuatkan dalam amar putusan MK Nomor perkara 20/PUU-XI1V/2016
nomor 1.2 yang menyatakan bahwa dokumen dan informasi elektronik
sebagai alat bukti dalam rangka penegakan hukum atas permintaan
kepolisian, kejaksaan dan/atau institusi penegak hukum lainnya berdasar

UU ITE.
Alat bukti elektronik terdiri dari 3 macam:3°

1. Real Evidence, ialah bukti elektronik yang merupakan hasil
rekaman langsung dari suatu aktivitas elektronik, hasil
perhitungan atau analisa oleh suatu sistem komputer yang telah
bekerja sesuai dengan prosedur lunak yang digunakan untuk
pemrosesan data atau informasi, rekaman data log dari server

dalam internet atau juga dapat berbentuk salinan (receipt) dari

37 1bid..

%S. Lasmadi, “Pengaturan Alat Bukti Dalam Tindak Pidana Dunia Maya,” Jurnal llmu
Hukum Jambi 5, no. 2 (2014): 43274.

¥ asmadi.
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suatu peralatan seperti hasil rekaman kamera yang
menggunakan sensor.

2. Hearsay Evidence, dokumen atau rekaman yang merupakan
hasil dari pemrosesan dengan menggunakan komputer yang
kesemuanya adalah salinan atas sebuah informasi di atas kertas.

3. Derived Evidence, kombinasi dari keduanya. Penggunaan data
atau pesan elektronik sebagai barang bukti di pengadilan untuk

dicari ada tidaknya suatu hubungan antara keduanya.

4. Teori Sistem Hukum Joseph Raz

Joseph Raz dalam tulisannya The Concept Of A Legal System
memberikan gagasannya sekaligus menjabarkan masalah utama dari
sistem hukum melalui eksoposisi kritis terhadap teori-teori Kelsen, Hart,
Austin dan Bentham. Setiap tipe dari peraturan perundang-undangan
dapat dipahami melalui pemahaman terhadap hubungan internal antara
peraturan yang satu dengan peraturan yang lain. Setiap undang-undang
termasuk dalam sistem normatif sebagaimana ia juga termasuk dalam
sistem hukum.

Sepanjang penjabaran yang dilakukan Joseph Raz dalam tulisannya
ialah dalam rangka menggelar pondasi untuk mengeksplorasi struktur dari
sistem hukum serta mendudukkan kembali gambaran dari struktur sistem
hukum yang diadopsi Bentham, Austin dan Kelsen dengan wajah yang
baru. Mereka memahami sistem hukum sebagai serangkaian hukum yang

berdiri sendiri dan tidak memiliki hubungan satu sama lain. Padahal
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seharusnya sistem hukum harus dianggap sebagai suatu web yang rumit
dari hubungan beberapa undang-undang.*°

Joseph Raz memulai penjelasannya dengan menjelaskan perbedaan
antara struktur genetis dan struktur operasi. Struktur genetis suatu sistem
hukum mengungkapkan hukum-hukum mana yang sah atau berlaku pada
saat tertentu dan wewenang apa yang dimiliki berbagai badan dalam
menciptakan undang-undang di masa depan pada saat itu. Struktur ini juga
mengungkapkan bagaimana sistem hukum mengalami perubahan selama
keberadaannya. Struktur genetis disebut sebagai struktur tidak sementara
dari sistem hukum. Adapun struktur operasi relevan untuk memahami apa
yang disebut sebagai sistem hukum sementara. Struktur ini tidak berbicara
tentang cara suatu hukum dibuat, melainkan dampak dari keberadaan
hukum pada keadaan tertentu. Berbagai bagian dari suatu undang-undang
mempunyai tingkat ketahanan terhadap perubahan yang berbeda-beda
karena dibuat melalui kekuasaan yang berbeda-beda serta daya tahan
undang-undang yang berbeda. Struktur operasi ini didasarkan pada
hubungan yang bersifat menghukum dan mengatur.*

Dalam menentukan isi suatu sitem hukum ditentukan apa yang
disebut sebagai identitas sistem hukum. Dalam tulisannya Joseph Raz
hanya menjelaskan identitas dari sistem hukum sementara dimana

serangkaian pernyataan normatif dihitung sebagai deskripsi yang komplit

40 Joseph Raz, An Introduction to the Theory of Legal System Edisi Kedua(United States:
Oxford University Press, 1997) him. 183.
4 Ibid, him. 184.
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sebagai sistem hukum sementara hanya jika: 1) setiap pernyataannya
menggambarkan bagian dari sistem sementara yang sama seperti yang
lainnya dan 2) setiap pernyataan normatif yang menggambarkan sistem
sementara yang sama diperlukan oleh rangkaian tersebut.

Dapat dikatakan bahwa suatu sistem hukum yang bersifat sementara
memuat semua undang-undang yang diakui oleh badan penerapan hukum
yang dibentuknya. Kriteria ini mengasumsikan bahwa identitas dan
tindakan badan-badan utama pelaksana hukum sangat penting dalam
membangun keanggotaan suatu sistem hukum. kriteria ini didasarkan
pada dua konsep utama: badan pelaksana hukum utama dan mengakui
suatu hukum. Suatu organ utama yang berwenang memutuskan apakah
suatu tindakan tertentu merupakan pelanggaran undang-undang, juga
dapat mengakui keberadaan badan-badan yang menerapkan atau
menciptakan hukum dan keabsahan tindakan-tindakan mereka serta
hukum yang mengatur tindakan-tindakan mereka. Badan utama dikatakan
memiliki wewenang ialah jika dalam keadaan tertentu keputusannya
merupakan syarat dilaksanakannya sanksi terhadap pelanggarnya.*?

Undang-undang hanyalah sebagian dari alasan pengambilan
keputusan oleh badan-badan utama. Alasan lain dapat berasal dari temuan
fakta tertentu, pertimbangan keadilan, dll. Joseph juga menekankan
pengakuan dalam sistem hukum. dimana apabila suatu aturan diabaikan,

maka aturan pengakuannya ada pada praktik pengadilan, pejabat dan

42 Ibid, him. 192.
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orang-orang Yyang mengidentifikasi dengan mengacu pada Kkriteria
tertentu. Oleh karena itu, hanya perilaku para pejabat dan bukan perilaku
msyarakat secara keseluruhan yang menentukan apakah aturan pengakuan
itu ada. Dalam beberapa sistem hukum mungkin terdapat undang-undang
yang mewajibkan badan-badan tertentu untuk menerapkan semua undang-
undang yang memenuhi syarat tertentu dan mungkin saja undang-undang
tersebut sebenarnya ada dalam semua sistem hukum. Namun, meskipun
undang undang tersebut ada, hal ini tidak selalu terjadi dimana undang-
undang dari suatu sistem hukum menjadi milik sistem bukan karena aturan
pengakuan ini namun karena semuamya diakui oleh badan-badan utama.
Terkadang, badan utma tidak selalu memenuhi tugasnya, dalam hal ini
suatu hukum bisa menjadi D-Laws*® disebabkan reaksi kritis yang tersebar
tanpa didukung oleh sanksi atau upaya hukum lainnya.

Yang harus diperhatikan dalam relevansi antara D-Laws dengan
sistem hukum ialah:

1. Menghindari perhitungan yang terlalu disederhanakan

2. Mengaitkan bobot yang berbeda pada pelanggaran yang berbeda

3. Mempertimbangkan keadaan dan maksud yang tidak relevan

secara hukum
4. Mempertimbangkan pengetahuan tentang hukum dan

pengaruhnya terhadap perilaku masyarakat

4D-Laws adalah hukum yang menekankan kewajiban sosial pada orang tertentu dan
keadaan tidak patuh menjadi tindakan yang tidak pantas dipilih.
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5. Memperhitungkan penggunaan kekuasaan serta ketaatan

terhadap tugas

6. Lebih mementingkan hukum konstitusional yang penting.

Adapun pola hubungan internal hukum dalam sistem hukum
ditentukan oleh dua faktor: 1. Prinsip individuasi dan 2. Kekayaan,
kompleksitas dan variasi dari isi sebuah sistem hukum. Meminjam
perkataan Josep Raz bahwa jka sistem dimiskinkan pada beberapa aspek
maka itu akan mempengaruhi pola hubungan internalnya. Sebagai contoh
jika suatu undang-undang tidak didukung oleh sanksi maka tidak ada
relasi antar sanksi dalam beberapa undang-undang.*

Prinsip individuasi dipengaruhi oleh teori hukum. Prinsip ini
memungkinkan eksisinya tipe hubungan internal tertentu dalam suatu
system. Dimana adanya hubungan-hubungan tersebut menentukan
kompleksitas suatu system. Suatu system normative dapat dikatakan
sebagai system hukum hanya jika memenuhi batas minimum
kompleksitas. Untuk mengkaji kecukupan dalam setiap prinsip
individuasi yang disusulkan, diperlukan pedoman dalam bentuk
persyaratan umum yang terdiri dari:

1. Persyaratan pembatas: undang-undangnya tidak terlalu

menyimpang dari penjelasan masuk akal konsep hukum, tidak
over-repetatif melainkan harus dibentuk dengan desain

pelayanan yang sesuai dengan kebutuhan dan aktivitas

4 Raz, An Introduction to the Theory of Legal System Edisi Kedua, him. 140.

28



masyarakat hukum dan undang-undang seharusnya tidak
mubazir.

2. Persyaratan panduan: undang-undang harusnya sederhana, bisa
menjelaskan dengan dirinya sendiri atau sempurna, menjadikan
setiap keadaan perbuatan yang berpedoman pada suatu sistem
hukum menjadi inti suatu undang-undang serta hukum harus
membuat jelas pentingnya hubungan antara beberapa bagian dari

sistem hukum.

Suatu sistem hukum selalu ada pada saat tertentu atau dalam jangka
waktu tertentu. Adapun uji efikasi dan eksklusi hanya memberikan hasil jika
dilakukan dalam jangka waktu minimum tertentu. Suatu sistem hukum tidak
akan berlaku kecuali sistem tersebut mempunyai efektivitas sampai pada
tingkat tertentu. Menurut Kelsen kamanjuran tidak hanya bergantung pada
kepatuhan terhadap hukum oleh masyarakat umum tetapi juga pada
keberhasilan pengadilan dan lembaga penegak hukum lainnya dalam

menerapkan sanksi kepada para pelanggar hukum.

Joseph Raz juga menekankan bahwa identitas sistem hukum dari
waktu ke waktu bergantung pada kelangsungan sistem politik di mana
hukum menjadi bagiannya, namun ia juga mencoba mendefinisikan secara
otonom batas-batas sistem hukum sementara yang pada akhirnya kriteria
otonom juga meninggalkan sedikit keraguan. Dari sini timbul gagasan
bahwa sistem hukum tidak jelas dan tidak tepat sepanjang perbatasan ini,

serta menyoroti fakta bahwa hukum adalah sebuah sistem hukum yang
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bersifat sementara dalam organisasi politik suatu masyarakat. Negara
memang seharusnya dapat dan harus diperlakukan sebagai suatu sistem
yang otonom untuk berbagai tujuan, namun pada akhirnya batas-batasnya
bergantung pada sifat dan batas-batas sistem politik yang lebih luas dimana
negara tersebut menjadi bagiannya. Namun, Joseph Raz menekankan bahwa
kebalikan dari fakta diatas perlu diwaspadai. Yakni tidak terlalu mudah
meremehkan pentingnya pertimbangan otonom yang menjadi hakikat
hukum sekaligus ciri yang menjelaskan peran khusus hukum dalam sistem

politik.*®

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian
Skripsi ini menggunakan penelitian hukum empiris atau penelitian
hukum non-doktrinal. Menurut Wignjosoebroto, jenis penelitian hukum
tersebut ialah penelitian yang tak hanya akan bincang tentang hukum
(undang-undang) sebagai preskripsi-preskripsi yang terekam sebagai
dead letters law, tapi juga sebagai kekuatan sosial-politik yang terstruktur
di dalam organisasi penegakannya, berikut proses-prosesnya di tengah

konteks sosio-kulturalnya.*®.

2. Sifat penelitian
Ditinjau dari sifatnya, skripsi ini ialah jenis penelitian hukum

deskripstif (descriptive legal study). Menurut Abdulkadir Muhammad

% Ibid, him. 216.
4Bachtiar, Metode Penelitian Hukum (Jakarta: Unpam Press, 2018), him. 90.
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ialah penelitian hukum yang bersifat pemaparan dan bertujuan untuk
memperoleh gambaran lengkap tentang keadaan hukum yang berlaku di
tempat tertentu, atau mengenai gejala yuridis yang ada, atau peristiwa

hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat.*’

3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan dalam skripsi ini menggunakan pendekatan sosiologis.
Karl Llewellyn serta E. Adamson Hoebel mendefiniskannya sebagai, it
deals with practice, it explores patterns according to which behavior
actually occurs. Dengan kata lain sebagaimana diterangkan Malinowski,
pendekatan ini ialah pendekatan untuk melihat bagaimana kaidah-kaidah
hukum menyesuaikan diri dengan kehidupan sehari-hari, bukan
sebaliknya.*® Penelitian ini ingin meneliti melalui fenomena hukum dalam
praktik. Setiap keputusan yang diambil oleh penegak hukum melalui
tindakan hukumnya tentu tidak dapat dilepaskan dari faktor ekonomi,

sosial dan budaya.

4. Sumber Data Penelitian
Dikarenakan skripsi ini adalah jenis penelitian sosiologi hukum
sehingga kajian dilakukan pada keduanya, baik kaidah-kaidah hukum
maupun praktiknya di masyarakat. Sehingga digunakan dua jenis data

yakni :

4"lbid, him. 108.
48Sperjono Soekanto, Pokok Pokok Sosiologi Hukum, | (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada,
1980) him. 118.
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a. Data Primer diperolah melalui studi lapangan (field research)
langsung pada objeknya, yakni Ditreskrimsus Polda DIY.

b. Data Sekunder diperoleh melalui bahan hukum. Baik bahan
hukum primer berupa peraturan perundang-undangan serta bahan
hukum sekunder yang terdiri dari dari semua publikasi tentang

hukum selain dokumen resmi.

5. Populasi dan Sampel

Dalam penelitian kualitatif istilah populasi dinamakan oleh Spradley
sebagai “social situation”. Konsepnya ialah penelitian ini berangkat dari
kasus tertentu yang ada pada situasi sosial tertentu dan hasil kajiannya
tidak akan diberlakukan ke populasi melainkan ditransfer ke tempat lain
yang memiliki kesamaan situasi.*® Dalam penelitian ini social situation
nya ialah upaya penyidik dalam menemukan ada tidaknya tindak pidana
dalam laporan penipuan online.

Sampel yang digunakan ialah jenis nonprobability sampling, yakni
teknik pengambilan sampel yang tidak memberi peluang/kesempatan
sama bagi setiap unsur atau anggota populasi. Dala pengambilan sampel
jenis ini digunakan purposive sampling dimana sampel diambil dengan
pertimbangan tertentu. Data dan informasi yang diperoleh sampel pertama

tadi akan menunjukkan pada pengambilan sampel baru untuk penggalian

49Sugiyono, Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methods) (Yogyakarta: Alfabeta, 2011)
him. 169.
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data lebih lanjut. Hal ini terjadi sampai data dianggap telah memadai
(redundancy).® Sampel yang digunakan terdiri dari 3 bentuk:

1. Penyidik yang menangani perkara

2. Praktik kajian awal dan penyelidikan

3. Dokumen terkait dengan kajian awal dan penyelidikan terhadap

laporan tindak pidan penipuan online

Pengambilan data dari ketiga sampel tersebut dilakukan hingga
peneliti mendapat data jenuh atau sudah tidak ada lagi yang digali.
Sehingga objek yang diteliti tidak terbatas jumlahnya, namun tetap

memerhatikan scope penelitian.

6. Teknik Pengumpulan Data
Pengumpulan data dilakukan dengan beberapa teknik:
a. Observasi

1) Observasi jenis partisipasi pasif, peneliti datang di tempat kegiatan
orang yang diamati tetapi tidak ikut terlibat dalam kegiatan
tersebut.>

2) Objek observasi sebagaimana menurut Spradley dinamakan
situasi sosial dan dilakukan atas 3 komponen: tempat, aktor dan
aktivitas.

3) Tahapan observasi menurut Spradley dilakukan atas 3 tahapan:

deskripsi, reduksi dan seleksi.

%Ibid, him. 191.
*!bid.
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Observasi dilakukan terhadap praktik dalam kajian awal dan
Penyelidikan seperti gelar awal, gelar dalam penyelidikan, pelacakan
barang bukti, pemeriksaan saksi, dll., hingga keputusan ada tidaknya

tindak pidana.

b. Wawancara, jenis wawancara yang dipilih peneliti ialah wawancara
terstruktur yakni dengan pedoman wawancara yang sudah disertai
dengan pertanyaan-pertanyaan yang timbul dari alternatif jawaban
yang telah disiapkan oleh peneliti.>?

c. Pengumpulan data dengan dokumen, guna mendukung data yang
didapat dari wawancara dan observasi agar lebih kredibel dan dapat
dipercaya.>® Dokumen yang menjadi objek penelitian seperti: Surat
penerimaan laporan, Rencana Penyelidikan, Laporan Hasil

Penyelidikan dan Laporan Polisi.

H. Sistematika Pembahasan
Dalam skripsi yang berjudul “Upaya Penyidik Dalam Menemukan
Tindak Pidana Pada Laporan Penipuan Online (Studi di Kepolisian Daerah
Istimewa Yogyakarta)”, maka sistematika penulisan yang digunakan akan

dibagi dalam beberapa bab secara tersusun adalah sebagai berikut:

Bab pertama merupakan pendahulun yang terdiri dari latar belakang,

rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka

%2|bid, him. 114.
%3Ibid, him. 120.
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teoritik, metode penelitian dan sistematika pembahasan yang menjelaskan

secara umum maksud dan tujuan penelitian yang akan dilakukan penulis.

Bab kedua berisi tinjauan umum terkait penegakan hukum dan

pembuktian sebelum dikeluarkannya laporan polisi.

Bab ketiga berisi temuan empiris atas upaya penyidik Polda DIY

dalam mengatasi tingginya laporan tindak pidana penipuan online.

Bab keempat berisi analisis upaya penyidik dalam menentukan ada

tidaknya tindak pidana dalam laporan kejahatan penipuan online
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BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan
Berdasarkan hasil penelitian terhadap permasalahan yang dibahas dalam
penelitian ini dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Penegakan hukum tindak pidana penipuan online sebelum dikeluarkannya
laporan polisi:

a. Kajian awal dilakukan guna menilai layak/tidaknya laporan masyarakat
dibuatkan laporan polisi. Bentuk kegiatannya berupa konsultasi atau
penceritaan kronologi kejadian oleh pelapor kepada penyidik.

b. Penyelidikan dimaksudkan untuk mencari keterangan, petunjuk, bukti,
identitas tersangka/saksi untuk menentukan ada tidaknya tindak pidana
yang kemudian akan dituangkan dalam Laporan Polisi.

2. Dalam praktik penemuan ada tidaknya tindak pidana pada proses
penyelidikan di Polda DIY, penyidik memberikan penambahan syarat
berupa pendatangan barang bukti seperti screenshoot percakapan korban
dan pelaku, bukti transfer rekening dan print out rekening korban dari bank
oleh korban dengan tujuan untuk memudahkan proses penyelidikan
mengingat laporan kasus tindak pidana ini tergolong tinggi serta sumber
daya penyidik di Polda DIY terbatas. Namun, syarat-syarat tambahan
tersebut tidak diatur dalam KUHAP maupun aturan hukum acara di
peraturan perundang-undangan lainnya. Selain itu, reaksi yang lama dari

penyidik kerap memberikan ketidakpastianpastian hukum pada pelapor.
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B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang diperoleh dari hasil penelitian di atas,
maka peneliti memberikan beberapa saran yang dapat dijadikan masukan dan
bahan petimbangan, yakni sebagai berikut:

1. Sebaiknya regulasi hukum acara khususnya dalam tindak pidana siber
secara umum atau penipuan online secara khusus disesuaikan dengan
kemampuan kinerja yang mampu dioptimalkan oleh para penegak hukum.
Hal ini juga bentuk dari penjaminan kepastian hukum, agar penegak hukum
tidak bekerja diluar ketentuan yang telah ditetapkan undang-undang serta
adanya pedoman yang sitematis. (ditujukan kepada pembuat undang-
undang atau peraturan lainnya)

2. Memperkuat fungsi aparat penegak hukum yang mumpuni baik secara
individu maupun organisasi dan terstruktur. Hal itu bertujuan agar penegak
hukum dapat mengimbangi banyaknya perkara yang masuk dengan
kecepatannya menyelesaikan satu perkara agar dapat disusul penanganan
perkara lain. Selain itu, instansi juga dapat memperbanyak kuantitas SDM
penegak hukum agar beban kerja setiap penyidik tidak begitu berat, serta
dilakukannya investigasi yang terintegrasi dengan kepolisian di wilayah
hukum lain, mengingat tindak pidana penipuan online merupakan kejahatan
yang menembus batas ruang dan waktu. (ditujukan kepada penegak hukum)

3. Kebijakan kriminal yang bersifat represif tidak akan memadai tanpa disertai
dengan upaya preventif. Pelibatan lembaga non-hukum tentu diperlukan

dalam hal ini. Oleh karena sistem hukum juga dipengaruhi oleh sistem
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politik dalam suatu masyarakat, maka perlu perumusan kebijakan politik
hukum pidana melalui alasan yang dibangun dalam analisis skripsi ini
dalam rangka penegakan hukum tindak pidana penipuan online di wilayah
DIY secara khusus dan di Indoesia secara umum. (ditujukan pada pembuat

peraturan perundang-undangan dan para akademisi)
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